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BUPATI BURU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR (o1 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAtrAN PENGELUARAN DAERAH SETELAH PENETAPAN

PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 98 TAHUN 2018 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 1O5

TAHUN 2OI7 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN P.AHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

Menimbang i a. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan

Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal

65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah, maka penetapan Peraturan

Bupati Buru Nomor 98 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 105 Tahun 2017

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2O1&

masih terdapat belanja daerah yarrg bersifat mengikat

dan belum mencukupi anggararlnya yaitu belanja gaji

dan tunjangan pada beberapa Organisasi Perangkat

Daerah dan merupakan kebutuhan mendesak;

b. bahwa adanya kebutuhan mendesak sebagai.mana

diamanatkan dalam Pasal t62 ayat (6) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang



Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagarrnana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2OAO tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu

ketersediaan anggaran terhadap pemenr.rhan

kebutuhan dimaksud;

c. bahwa pelaksanaan ketentuan Lampiran V.22

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun

2Ot7 tentang Pedoman Pen5rusunan APBD Tahun

Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun

2017 menegaskan antara lain bahwa pelaksanaan

kegiatan dalam keadaan darurat danf ata,u mendesak

lainnya yang belum cukup tersedia danf atau belum

dianggarkan dapat dilaksanakan rnendahului

penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah

tentang Perubahan Penjabaran APBD dan

memberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya

ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam

LRA apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan

perubahan APBD, dan dalam ha1 program dan

kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang

sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan

kegiatan dalam keadaan darurat danlatau mendesak

lainnya sebagaimana tersebut diatas diterima oleh

Pemerintah Daerah setelah penetapan Peraturan

Daerah tentang Perubahan APBD, penganggaran

program dan kegiatan dimaksud dilakukan dengan

mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya disampaikan

dalam Laporan Realisasi Anggaran;



J bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan

Pengeluaran Daerah Setelah Penetapan Peraturan

tsupati Nomor 98 Tahun 2Ot8 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Buru Nomor 105 Tahun 2Ot7

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2Ol8;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, tentang Pajak

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1985, Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312l',

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

UndangNomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nornor 62, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 7999, tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851);

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Burtl

dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2AOO tentang

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3961);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286|;

Mengingat : 1.

2.

3.

4.



ErJ.

6.

7.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2404, tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4, Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaAOl;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang

Sistem Perencanaan Pernbangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

lJomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aa2\;
8. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2oll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AlL

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nornor 523a1;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun ZALS tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2Ol+ tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OI5 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 56791;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OOl tentang

Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a138);

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Raky-at Daerah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2OLT Nomor 706,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6057);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umurn

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a5O2);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahtln 2005 Nomor I37, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor a575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a576);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a5781;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman PenSrusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan }dinimal (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a61fl;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);



Menetapkan

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2O11 tenr'ang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2}ll Nomor 59);

2O. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272l';

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OLZ tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ot7 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6OaLl;

22.Perat'uran Menteri Dalam Negeri Nomor L3 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O7l tentang

Perubahan Kedua Feraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun

2Afi kntang Pedoman Pen5rusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2AL7

Nomor 825);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN

PENGELUARAN DAERAH SE"IELAH PENETAPAN

PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 98 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

BURU NOMOR 105 TAHUN 2OI7 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN

ANGGARAN 2018.



Pasal 1

DaLam Peratrrran Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urtlsan pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi.

3. Bupati adalah Bupati Buru.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

Pasal 2

Pengeluaran Daerah Setelah Penetapan Peraturan Bupati Buru

Nomor 98 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bu-ru

Nomor 105 Tahun 2A77 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

Darr Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2AL8 adalah

untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan pada:

a. Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp- 199.912.49O

b. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp. 529.068.445

c. Dinas Kesehatan Sebesar Rp. 1 .168.827.727

d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp. 7.802.657.173

e. Badan Bina Kesahran Bangsa darr Politik Sebesar Rp. L36.922.769

f. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 492.964.607

g. Dinas Sosial sebesar Rp. 123.826.442

h. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp. 94.960-221

i. KDH-WKDH sebesar Rp. 45.896.787

Pasal 3

Dalam pelaksanaarr pengehraran sebagaimana dimaksud dalarn trasaI 2

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.



Pasal 4

Peratur"an Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabu.paten Buru.

Ditetapkan di Namlea

pada tanggal 30 November 2018

UMASUGI

Diundangkan di Namlea

pada tanggal 3O Novernber 2O18

SEKRETARIS DAERAH

I reaueetEN BURU, /

AHMAD ASSAGAF

BERITA DAERAH KABUPATEN tsURU TAHUN 2018 NOMOR IO?

U,

Paraf Koordinasi

Asisten III r
Kaban PKAD

{
Kabag Hukum

('


